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Implementation of the Concept of State According to Abu Al-A'la Al-Maududi in Indonesia

Abstract. The relationship between religion and politics cannot be separated, both are related to each
other. Because in politics requires religious values so that a person can find the essence of politics and
can be responsible for his mandate to society and God. Therefore, Abu al-A'la al-Maududi offers a
concept in the state in accordance with Islamic provisions, when sovereignty in the state is in the hands
of God (theodemocracy). The concept is different from the West when the sovereignty of the state is
in the hands of the people (democracy). Both concepts have pros and cons in their application, so there
are countries like Indonesia that are predominantly Muslim but use western concepts. Whether the
concept will be relevant in Indonesia or not.? This discussion will use a qualitative method by
processing discussions from primary and secondary sources and then analyzing between the concept
of the state owned by Abu al-A'la al-Maududi and the western concept and its implementation in
Indonesia. Therefore, the purpose of this discussion is to examine the concept of the state according
to Abu al-A'la al-Maududi in Indonesia.
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Abstrak. The relationship between religion and politics cannot be separated, both are related to each
other. Because in politics requires religious values so that a person can find the essence of politics and
can be responsible for his mandate to society and God. Therefore, Abu al-A'la al-Maududi offers a
concept in the state in accordance with Islamic provisions, when sovereignty in the state is in the hands
of God (theodemocracy). The concept is different from the West when the sovereignty of the state is
in the hands of the people (democracy). Both concepts have pros and cons in their application, so there
are countries like Indonesia that are predominantly Muslim but use western concepts. Whether the
concept will be relevant in Indonesia or not.? This discussion will use a qualitative method by
processing discussions from primary and secondary sources and then analyzing between the concept
of the state owned by Abu al-A'la al-Maududi and the western concept and its implementation in
Indonesia. Therefore, the purpose of this discussion is to examine the concept of the state according
to Abu al-A'la al-Maududi in Indonesia.

Kata kunci: Negara, Politik, Implementasi, al-Maududi

PENDAHULUAN

Islam bukanlah kumpulan dari ide-ide dan gagasan yang tersebar luas dan
metode yang bemacam-macam untuk dikerjakan yang tidak berkaitan diantaranya,
tetapi Islam merupakan sistem yang komprehensif didasarkan pada prinsip-prinsip
kebijaksanaan yang tepat terdiri dari pilar-pilarnya yang besar sampai ke bagian-
bagian terkecil memiliki keterkaitan satu sama lain (al-Maududi, 1967a). Seperti
halnya agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan
memberi ajaran mengenai nilai dan etika dalam bernegara (Shonia & Hermawati,
2020).

Penolakan Islam terhadap pemisahan antara agama dan politik karena ajaran
Islam mencakup seluruh kehidupan manusia termasuk politik yang menjadi salah
satu bidang dalam kerangka kegiatan manusia, meskipun al-Qur’an dan al-Hadits
tidak membatasi pengaturan politik secara kaku (Thaba, 1996). Politik memerlukan
nilai-nilai moralitas keagamaan sehingga dapat menemukan hakikatnya sebagai
refleksi tanggung jawab (amanah) manusia, baik secara kemanusiaan maupun
ketuhanan (Tobroni & Arifin, 1994).

Selaras dengan permasalahan diatas Abu al-A’la al-Maududi menawarakan
konsep kedaulatan bernegara berada ditangan Tuhan (al-Hakimiyah al-Ilahiyah)
karena hak untuk memerintah dalam urusan manusia adalah milik Allah dan tidak
ada kekuasaan selain milikNya (al-Maududi, 1978). Konsep tersebut memiliki
perbedaan yaitu kedaulatan Tuhan dalam sistem alam semesta didasarkan pada
kekuasaan-Nya yang maha Kuasa yang tidak memerlukan pengakuan dari siapa pun
bahkan manusia sendiri. Jika seseorang menaati hukum Allah maka sama dengan
menaati seluruh alam semesta, mulai dari atom hingga sistem astronomi dan
pembagiannya, dari perkara kecil hingga besar. Adapun jika manusia melakukan
kesalahan secara tidak sengaja Allah tidak melaksanakan kekuasaan-Nya dengan
kekerasan atau paksaan, melainkan Allah menyeru manusia melalui kitab-kitab yang
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diturunkan-Nya untuk tunduk pada kekuasaan-Nya dan menaati-Nya dengan
keinginan mereka (Q.S. al-An’am: 162).

Akan tetapi konsep yang ditawarkan al-Maududi tersebut bertentangan
dengan konsep bernegara yang dimiliki oleh dunia barat yaitu kedaulatan berada di
tangan rakyat. Menurutnya pernyataan tersebut hanyalah omong kosong karena
kendali pemerintah hanya pada sebagian kecil rakyat dan partisipasi seluruh rakyat
hanya pada pemilihan umum yang diadakan empat atau lima tahun sekali (Ahadiya
& Rahmaningtiaas, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia pada bab 1 pasal 1:

Bentuk dan Kedaulatan: (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang
berbentuk republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada pembahasan ini penulis ingin menganalisa konsep bernegara al-Maududi
jika diterapkan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tetapi memakai konsep
bernegara dari barat.

Biografi Abu al-A’la al-Maududi

Sayyid Abu al-A’la Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 yang
bertepatan pada tanggal 3 Rajab 1321 di Aurangabad, India. Merupakan anak bungsu
dari lima bersaudara Sayyid Ahmad Hasan Maududi, dirinya mengklaim sebagai
penerus yang membanggakan karena merupakan keturunan salah satu cabang
tarekat sufi Chishti yang terkemuka, sebuah garis keturunan yang kemudian menjadi
aspek penting dalam kalim maududi atas otoritas (Nasr, 1996). Beliau juga dikenal
sebagai jurnalis, teolog, filsuf politik Pakistan Sunni dan mayor pemikir Islam abad
ke-20 serta penggagas Jama’ah Islami yang mendapat ilham dari perjuangan Sayyid
Qutub di Mesir yaitu Jama’ah al-Ikhwan al-Muslimun sebagai tokoh perjuangan Islam
seluruh Dunia (al-Maududi, 1990).

Semasa kecilnya al-Maududi belajar di rumah, diajar dan dididik oleh ayahnya
sendiri, seorang pengikut sufi yang meninggalkan profesinya sebagai pengacara
karena dalam menjalankan prakteknya harus melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan hati nuraninya sebagai seorang muslim yang hendak memegang teguh
kemurnian moral dan akhlak Islami, dan juga disebabkan muak terhadap pola hidup
para rekan seprofesinya yang menurutnya kebarat-baratan dan tidak Islami. Dengan
demikian dia mempunyai waktu cukup untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya
termasuk al-Maududi (Sjadzali, 1993).

Sejak 1918 pada usia 15 tahun al-Maududi memulai karirnya di bidang
kewartawanan. Bermula dari membantu abangnya mengasuh majalah Islam al-
Madinah sampai diangkat menjadi editor surat kabar Urdu, Taj, yang terbit di
Jabalpore pada tahun 1920. Ketika prestasinya memuncak ia diangkat sebagai
pimpinan editor di dua surat kabar: Muslim pada tahun 1921-1923 dan al-Jami’ah al-
Ulama al-Hindi pada tahun 1921-1928. Bakatnya dalam karang mengarang maupun
berpidato merupakan sumbangan yang amat besar bagi gerakan khilafah yang ada di
India, sebagai dukungan khilafah Islamiyah pada dinasti Utsmaniyah yang berpusat
di Istanbul (Damanik, 2019) (Sjadzali, 1993).
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Meskipun usianya sudah semakin tua al-maududi masih aktif dalam kegiatan
untuk mewujudkan negara Pakistan yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits.
Tetapi ketika ayahnya sudah tiada setelah dirawat di sebuah rumah sakit New York
pada tanggal 23 September 1979 perjuangannya selama 60 tahun berhenti (Sanusi,
2011).

Rekam Jejak Politik Abu al-A’la al-Maududi

Berawal dari dua perstiwa penting yang terjadi di India pada tahun 1925 dan
1930 yang mendorong al-Maududi mengambil peran sebagai pemimpin, pemikir
Islam dan juru bicara gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif begi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Peristiwa pertama pada tahun 1925 ketika seorang
tokoh dari gerakan kebangunan Hindu, Swami Shradhanand dibunuh oleh seorang
ekstremis Islam yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap Muslim
adalah membunuh orang-orang kafir. Sehingga Islam dianggap sebagai agama yang
disiarkan dengan kekerasan, sampai al-Maududi terpanggil untuk membela
agamanya setelah salah satu tokoh Islam India Maulana Mohammad Ali Jauhar
berpidato sambil menangis mengimbau apakah tidak ada di antara tokoh Islam yang
sanggup menjawab tuduhan tersebut. Kemudian al-Maududi menulis sejumlah
artikel pada tahun 1927 yang diterbitkan dalam satu buku dengan judul “Perang
dalam Islam”’

Peristiwa kedua mengenai hubungan antara umat Hindu dan Islam ketika
terjadi gerakan kemerdekaan di India setelah India bebas dari penjajahan Inggris.
Pada tahun 1930 ketika rakyat India mendesak untuk lepas dari penjajahan Inggris,
al-Maududi menentang keras pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam di
India dari partai kongres di bawah pimpinan Mahatma Gandhi dan dari liga Muslim
yang dipimpin oleh Ali Jinnah. Hal tersebut disebabkan kuatnya anggapan bahwa
Mahatma Gandhi memperlihatkan kecendrungan untuk bersandar pada dukungan
golongan Hindu. Senada dengan “Teori Dua Bangsa” dari Ali Jinnah, al-Maududi
menyatakan bahwa umat Islam di India adalah suatu masyarakat tersendiri yang
memiliki tata nilai moral yang berbeda dan pola kehidupan yang khusus (Sjadzali,
1993).

Pada tahun 1937 al-Maududi pergi ke Lahore dan bertemu dengan Mohammad
Igbal, keduanya saling bertukar pikiran mengenai kondisi umat Islam serta langkah-
langkah yang harus diambil kedepannya sehingga menghasilkan dua hal: pertama
perlunya usaha ilmiah untuk mengatasi pola hidup Islam yang dianggap tidak
lengkap, kedua menyiapkan tenaga-tenaga teras untuk memimpin imat Islam.
Hingga pada tahun 1941 al-Maududi bersama dengan 75 pengikutnya mendirikan
gerakan untuk mengembangkan pemikirannya melalui oraganisasi Jama'ah Islami,
ketika pendirian Pakistan dan India Jama’ah juga terbagi menjadi dua Jama’ah Islam
India dan Jama’ah Islam Pakistan. Kemudian al-Maududi hijrah ke Pakistan untuk
menuangkan pemikirannya mendirikan negara Islam dan masyarakat Islam yang
sesungguhnya (Ali, 1998). Sekarang dikenal dengan Tuntuan Empat Butir yang
berbunyi selengkapnya seperti berikut:

“Mengingat bahwa mayoritas dari rakyat Pakistan percaya kepada prinsip-
prinsip Islam dan mengingat pula bahwa tujuan semua perjuangan dan pengorbanan
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mereka dalam mendirikan (negara) Pakistan ialah agar mereka dapat menghayati
pola hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini, maka tiap Muslim di
Pakistan menuntut kepada majlis konstituante agar mendasarkan undang-undang
(Pakistan) atas prinsip-prinsip berikut:

a) Sesungguhnya kedaulatan di Pakistan adalah di (tangan) Allah, dan oleh
karenanya pemerintah (Pakistan) sebagai pelaksana kedaulatan itu tidak boleh
melampaui batas yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan (Allah).

b) Syariat Islam merupakan hukum dasar bagi Pakistan.

c¢) Pembatalan semua undang-undang yang ada dan bertentangan dengan syariat
[slam, dan kemudian menangguhkan semua undang-undang yang tidak sesuai
dengan syariat Islam.

d) Pemerintah Pakistan (harus) mempergunakan kekuasaannya sesuai dengan
batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam”(Sjadzali, 1993).

Ketika Pakistan menjadi negara merdeka pada tahun 1947 al-Maududi selalu
berusaha agar negara tersebut menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan
konstitusi bagi negara tersebut, tuntunan itu didukung pula didukung oleh para
ulama Pakistan yang lain. Karena al-Maududi berpandanagan bahwa para pendiri
Pakistan tidak konsisten dalam melaksanakan Islam pada kehidupan bernegara,
sebab kebanyakan berpendidikan dari Barat. Bahkan al-Maududi dianggap sebagai
ancaman bagi para penguasa samapi beliau masuk penjara karena oposisi yang
dilakukannya kepada para penguasa di Pakistan (Ropik, 2012).

Konsep Negara Menurut Abu al-A’la al-Maududi

Prinsip dasar politik yang terdapat pada Islam merupakan ruh dari sistem yang
strukturnya dibangun oleh para Nabi dan menjadi landasan segala perintah dari
konsep politik dalam Islam. Bahwa seluruh perintah kekuasaan dan peraturan bukan
dari manusia perseorangan atau suatu kelompok dan juga tidak diperbolehkan
seorangpun untuk melaksanakan perintahnya, sebab hal tersebut hanyalah hak Allah
semata tidak ada yang boleh menentang-Nya. Seperti yang terdapat pada kitab suci
al-Qur’an:

P

(40 : i) 45T 20T U5 86 Iy 5as 1 4l &y ¥y 2884 ¢
(154 :010s JT) & 48 53575y 8 os o 397 5o d 45 Odloly

Dari dua ayat di atas menyatakan bahwasannya kedaulatan hanyalah milik
Allah dan di tangan Allah lah segala peraturan berada. Sedangkan para Nabi hanyalah
memerintahkan dan melarang kepada umatnya tanpa memiliki kekuasaan dari Allah.
Nabi juga tidak mengikuti suatu ajaran kecuali apa yang telah diturunkan kepadanya.
Sedangkan manusia wajib menaati Nabi hanya karena beliau yang memberikan
kepada mereka aturan-aturan Ilahi. (Q.S. al-Nisa: 64)

Selain negara kesatuan Indonesia memiliki asas kedaulatan rakyat yang sering
disebut asas demokrasi, dan sudah terkenal pada konstitusi banyak negara. Akan
tetapi setiap negara memiliki mekanisme dalam melaksanakan asas tersebut.
Misalnya Indonesia yang memiliki ketentuan dalam UUD 1945, asas demokrasi
dilaksanakan dalam dua tahap: pertama, pelaksanaan secara langsung oleh rakyat.
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Kedua, secara tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan
(Harjono, 2009).

Seluruh konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia seperti UUD 1945,
Konstitusi RIS dan UUDS 1950, seluruhnya menganut demokrsi Pancasila, karena
Pancasila sebagai dasar negara atau rumusan dasar cita negara dan sekaligus dasar
dari cita hukum Indonesia (Mahendra, 1996).

Penerapan demokrasi di Indonesia harus didasarkan pada dasar Negara yang
kemudian mucul suatu istilah yaitu Demokrasi Pancasila, yang merupakan kegiatan
bernegara di Indonesia, dan pemilu sebagai salah satu manifestasi dari demokrasi
Pancasila. Akan tetapi dengan adanya demokrasi Pancasila, rayat tidak secara
langsung melaksanakan kedaulatan melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan
rakyat seperti DPR dan MPR (Soemantri, 1976) (Noviati, 2013).

Penerapan Konsep Negara Islam di Indonesia

Dasar dari pemikiran politik al-Maududi adalah konsep Ketauhidan. Tidak
hanya pada pemikiran politiknya akan tetapi konsepnya mengenai Tuhan menjadi
pegangan hidup, semua ketentuan yang berbeda dari aturan Tuhan harus dijauhi.
Karena jika kita mengerjakan aturan yang dilarang-Nya maka kita sama saja menolak
kedaulatan Tuhan (Ali, 1998). Berbeda dari Indonesia yang menjadikan Pancasila
sebagai dasar negara, meskipun di dalamnya terdapat sila pertama yang berbunyi
“ketuhanan yang Maha Esa” akan tetapi makna di dalamnya berbeda dari Tauhid.
Dengan adanya dasar Ketuhanan berarti Indonesia mengakui akan adanya Tuhan,
dan masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk memeluk agama yang mereka yakini,
serta beribadat menurut agamanya sendiri, hal tersebut juga tercantum dalam pasal
29 UUD 1945. Dengan begitu, agama yang diakui negara Indonesia dapat dapat
bergerak dan berkembang dengan leluasa (al-Marsudi, 2004).

Dari dasar Tauhid di atas al-Maududi menawarkan juga bentuk demokrasi
yang berbeda dari barat, yaitu Teodemokrasi yang menjadikan Tuhan sebagai
kedaulatan tertinggi. Hal tersebut sekilas mirip dengan teokrasi yang dimiliki bangsa
Eropa ketika suatu kelompok khusus mendominasi pada penegakkan hukum yang
ada berdasarkan nama Tuhan, berbeda dengan Islam yang tidak hanya dikuasai oleh
kelompok tertentu akan tetapi dimiliki oleh seluruh umat Islam. Mengenai konsep
Teodemokrasi yang ditawarkan al-Maududi sebagai penolakan kepada konsep
demokrasi barat yang menyatakan kedaulatan tertinggi adalah rakyat, memiliki
alasan tersendiri yaitu, partisipasi rakyat yang seharusnya menjadi tertinggi hanyalah
omong kosong, karena rakyat hanya berpartisipasi pada politik setiap empat sampai
lima tahun sekali pada saat pemilihan umum. Sedangkan pemerintahan yang
sebenarnya hanya pada segelintir orang, meskipun mereka mengatasnamakan rakyat
seringkali peraturan yang dibuat memberatkan rakyat. Maka dari itu, tawaran negara
Islam yang diusulkan al-Maududi bukanlah pada administrasi politik saja, dan juga
bukan memenuhi keinginan suatu kelompok tertentu saja (al-Maududi, 1967b).

Dengan begitu, mungkin tidak ada yang dapat menyangkal pendapat al-
Maududi hakikatnya kekuasaan tertinggi adalah Tuhan, akan tetapi tidak dipungkiri
juga bahwa kedaulatan rakyat tidak pernah diartikan untuk mengingkari kedaulatan
Tuhan, karena umat Islam akan selalu taat dan patuh terhadap aturan yang telah
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Allah berikan meskipun sistem pemerintahan di suatu negara bukanlah Islam.
Menurut sejarah juga adanya kedaulatan rakyat merupakan perlawanan terhadap
kedaulatan raja sebagai penguasa tertinggi yang absolut.

Adapun berjalannya negara dilakukan oleh tiga lembaga,yaitu legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut memiliki kesamaan dalam berjalannya negara
Indonesia.

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatf yang anggotanya dipilih melalui pemilihan bertugas untuk
melakukan musyawarah dengan kepala negara mengenai aturan yang akan
diputuskan lembaga ini biasa disebut Majlis Syura (Sjadzali, 1993). Lembaga tersebut
harus berlandaskan figih karena akan memberikan fatwa kepada masyarakat sebagai
hasil dari musyawarah, lembaga ini juga memiliki batasan-batasan yang tidak boleh
ditentangnya yaitu batasan yang telah Allah dan Rasullah berikan, hal tersebut
tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Dengan begitu aturan-aturan yang ada
mencerminkan semangat jiwa dari agama Islam, karena berlandaskan al-Qur’an dan
al-Hadits (al-Maududi, 1993).

Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif yang termasuk di dalamnya kepala negara merupakan
pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat. Adanya
lembaga ini bertujuan untuk menegakkan undang-undang suatu negara Islam yang
berlandaskan al-Qur’an dan al-hadits, serta menerapkan undang-undang tersebut
kepada masyarakat di kehidupan sehari-harinya, agar kehidupan rakyat sejahtera
karena undang-undangnya berpedoman pada al-Qur’an dan al-Hadits.

Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif atau lembaga peradilan merupkan lembaga yang mandiri
dan berada di luar dari lembaga eksekutif, karena tugas hakim pada lembaga ini
adalah menegakkan hukum-hukum Allah, bukan mewakili kepala negara ataupun
eksekutif. Maka dari itu keputusan yang dikeluarkan harus lah adil dalam
menghakimi suatu permasalahan. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk
membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan aturan Allah (al-Maududi,
1990).

Ketiga lembaga ini biasa disebut dengan trias politika yang merupakan produk
dari barat, hal tersebut bertolak belakang dengan tawaran al-Maududi yang
menjanjikan sistem politik Islam yang lengkap tanpa harus melihat dari sistem politik
barat. Adapun sistem politik seperti al-Khulafa al-Rasyidin tidak ada yang membuat
seperti trias politika, akan tetapi para khalifah menjadi penguasa tertinggi yang
didampingi oleh para sahabat Nabi sebagai penasehat dan tidak dilembagakan.

KESIMPULAN

Prinsip dasar politik yang terdapat pada Islam merupakan ruh dari sistem yang
strukturnya dibangun oleh para Nabi dan menjadi landasan segala perintah dari
konsep politik dalam Islam. Bahwa seluruh perintah kekuasaan dan peraturan bukan
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dari manusia perseorangan atau suatu kelompok dan juga tidak diperbolehkan
seorangpun untuk melaksanakan perintahnya, sebab hal tersebut hanyalah hak Allah
semata tidak ada yang boleh menentang-Nya. Hal tersebut selaras dengan konsep
yang ditawarkan al-Maududi yaitu teodemokrasi ketika kedaulatan tertinggi berada
ditangan Tuhan, sehingga umat Islam memiliki batasan dalam menjalankan
pemerintahan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya al-Maududi juga
mengambil beberapa dari pemikiran barat, seperti pada pelaksanaan kepemerintahan
yang dibagi menjadi tiga yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut
menurut penulis baik asalkan dalam menjalankannya harus memiliki nilai-nilai Islam
dan berlandasakan al-Qur’an dan al-Hadits.
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